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BUPATITUBAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR 13 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang 

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan 

dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih 

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 

pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu 

dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, 

maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya 

dalam suatu Peraturan Daerah; 

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan 

Republik Indonesia Tahun 

Nasional (Lembaran Negara 

2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan 

keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558); 

28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan 

Tenaga Kependidikan; 

29. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian 

Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 ten.tang Perubahan kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan dana Alokasi Khusus di 

Daerah; 
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14 Tahun 2016; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 52 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 04 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 1); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 05 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban 

Tahun 2011 Seri B Nomor 1); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 2); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 07 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3); 

40. Peraturan Daerah Ka bu paten Tu ban Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 4); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 09 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5); 
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42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri C 

Nomor 8); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 

02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 6); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 

tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 

tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2012 Seri C Nomor 2); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2012 Seri B 

Nomor 01); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 

tentang 

(Lembaran 

Nomor 5); 

Retribusi 

Daerah 

Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 

Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 

tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C 

Nomor 6); 
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52. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah {Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 08 Tahun 2012 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan {Lembaran Daerah 

Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C Nomor 8); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 18 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 {Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 

2015 Seri A Nomor 09); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 11 Tahun 2016 

ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

{Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 

2); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN 

dan 

BUPATI TUBAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 sebagai berikut 

1. Pendapatan Daerah: 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Pendapatan setelah 

Perubahan 

2. Belanja Daerah: 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Belanja setelah 

Perubahan 

(Defisit) setelah Perubahan 

Rp. 2.153.317.364.022,99 

Rp. 40.048.065.946, 12 

Rp 2.193.365.429.969,ll 

Rp. 2.240.158.401.700,99 

Rp. 247.677.282.421,60 

Rp. 2.487.835.684.122,59 

{Rp. 294.470.254.153,48) 
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3. Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 86.841.037.678,00 

2) Bertambah Rp. 210.629.216.474,48 

Jumlah Penerimaan setelah Rp. 297.470.254.153,48 

• Perubahan 

b. Pengeluaran 

1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah. _R~P-· __ 3_.o_o_o_.o_o_o_._oo_o_,~o_o 

Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 3.000.000.000,00 

Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto 

setelah Perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

setelah Perubahan 

Pasal 2 

Rp. 294.470.254.153,48 

Rp. 0,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula 

2) Bertambah 

Rp. 300.384.944.111,99 

Rp. 37.840.367.923,12 

Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 338.225.312.035, 11 

b. Dana Perimbangan 

1) Semula 

2) Berkurang 

Jumlah Dana Perimbangan 

setelah Perubahan 

Rp. 1.528.526.200.860,00 

(Rp. 26.371.800.460,00) 

Rp. l .502.154.400.400,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Lain-lain Pendapatan 

Rp. 324.406.219.051,00 

Rp. 28.579.498.483,00 

Rp. 352.985. 717.534,00 

Daerah Yang Sah setelah Perubahan 
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Pajak Daerah 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Pendapatan Pajak 

Daerah setelah Perubahan 

b. Hasil Retribusi Daerah 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

155.886.224.220,00 

5.605.827.300,00 

161.492.051.520,00 

1) Semula Rp. 16.848.648.029,00 

2) Bertambah _R""'"p_. ___ 2'--. l-'-8_1_.1_7_9_._52~0_,"-'-0_0 

Jumlah Hasil Retribusi Daerah Rp. 19.029.827.549,00 

Setelah Perubahan 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Hasil Pengelolaan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Setelah Perubahan 

10.746.001.490,99 

335.530.283, 7 4 

11.081.531.774,73 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Lain-lain Pendapatan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

116.904.070.372,00 

29.717.830.819,38 

146.621.901.191,38 

Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

1) Semula Rp. 97.602.964.000,00 

2) Berkurang (.._R ...... p_. __ 1_1_. _13_7_._7_9_0_.o_o_o-,_0__,_0) 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Rp. 86.465.174.000,00 

Bagi Hasil Bukan Pajak 

Setelah Perubahan 
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b. Dana Alokasi Umum 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Dana Alokasi Umum 

Setelah Perubahan 

c. Dana Alokasi Khusus 

1) Semula 

2) Berkurang 

Jumlah Dana Alokasi Khusus 

Setelah Perubahan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

(Rp. 

Rp. 

1.046. 758.509.000,00 

0,00 

l.046.758.509.000,00 

384.164.727.860,00 

15.234.010.460,00) 

368.930.717.400,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya 

1) Semula Rp. 101.807 .867.051,00 

2) Bertambah =R=p--'--. ---=1=2_7~.8'--'7_1"""'"._4.c,.8..c...3..<..e,0'--"--0 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 101.935.738.534,00 

Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya Setelah Perubahan 

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

1) Semula Rp. 197.768.399.000,00 

2) Bertambah Rp. 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Rp. 

Otonomi Khusus Setelah Perubahan 

0,00 

197 .768.399.000,00 

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

lainnya · 

1) Semula Rp. 24.829.953.000,00 

2) Bertambah Rp. 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Rp. 

Provinsi atau Pemerintah Daerah 

Lainnya Setelah Perubahan 

28.451.627.000,00 

53.281.580.000,00 
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Pasal 3 

( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 

terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula Rp 1.380.914.526.940,99 

2) Bertambah R:g. 41.972.653.244,02 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. l.422.887.180.185,01 

Setelah Perubahan 

b. Belanja Langsung 

1) Semula Rp 859.243.87 4. 760,00 

2)Bertambah Rn. 205.704.629.177,58 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.064.948.503.937,58 

Setelah Perubahan 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Belanja Pegawai 

Setelah Perubahan 

b. Belanja Hibah 

Rp 980.282.079.765,44 

R:g. 41.428.029.350,01 

Rp. 1.021.710.109.115,45 

1) Semula Rp. 46.673.780.600,00 

2)Bertambah =R=n~-_____ 9~98~·~8 ....... 5~5-~o ....... oo~,=o ____ o 

Jumlah Belanja Hibah Rp. 47.672.635.600,00 

Setelah Perubahan 

c. Belanja Bantuan Sosial 

1) Semula Rp 12.359.586.000,00 

2)Bertambah =R=P~·------____.;:;.0~,0~0 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 12.359.586.000,00 

Setelah Perubahan 

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa 

1) Semula 

2)Bertambah 

Jumlah Belanja Bagi Hasil 

kepada Provinsi/Kabupaten/ 

Kota dan Pemerintah Desa 

Setelah Peru bah.an 

Rp 

Rp. 

Rp. 

17.273.487.225,00 

748.647.015,00 

18.022.134.240,00 
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e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Pemerintahan Desa 

1) Semula Rp 315.834.887.392,00 

2) Bertambah Rp. 252.670.64 7 ,00 

Jumlah Belanja Bantuan Rp. 316.087.558.039,00 

Keuangan kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 

Desa Setelah Perubahan 

f. Belanja Tidak Terduga 

1) Semula Rp 8.490. 705. 958,55 

2) Berkurang (Rp. 1.455.548. 767 2 99) 

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 7.035.157.190,56 

Setelah Perubahan 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Belanja Pegawai 

Setelah Perubahan 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Semula 

2) Bertambah 

Rp 

Rp. 

Rp. 

Rp 

Rp. 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 

Setelah Perubahan 

c. Belanja Modal 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Belanja Modal 

Setelah Perubahan 

Rp 

Rp. 

Rp. 

84.293.487 .500,00 

10.648.896.025,00 

94.942.383.525,00 

384.670.054.560,00 

55.282.561.27 4,00 

439. 952.615.834,00 

390.280.332. 700,00 

139.773.171.878,58 

530.053.504.578,58 
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Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 3 terdiri dari: 

a.Penerimaan Pembiayaan Daerah 

1) Semula Rp 86.841.037 .678,00 

2) Bertambah _R...._p_. __ 2_10_.6_2_9_.2_16_.4_7_4~,-'-4~8 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 297.470.254.153,48 

Daerah Setelah Peru bahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

1) Semula Rp 0,00 

2) Bertambah _R...,_p_. ___ 3_.0_0_0_.0_0_0_.0_0_0~,_0_0 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 

Daerah Setelah Perubahan 

3.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pembiayaan : 

a.SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 

1) Semula Rp 82.977.120.000,00 

2) Bertambah "--R...,__p_. __ 2_1_1_.0_4_1_.7_1_6_._47_5~·~4_8 

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Rp. 294.018.836.475,48 

Sebelumnya setelah Perubahan 

b. Pencairan Dana Cadangan 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Pencairan Dana 

Cadangan setelah Perubahan 

Rp 

Rp. 

Rp. 

c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 

1) Semula Rp 

2) Berkurang (Rp. 

Jumlah Penerimaan kembali Rp. 

Pemberian Pinjaman setelah Perubahan 

d. Penerimaan Piutang Daerah 

1) Semula 

2) Berkurang 

Jumlah Penerimaan Piutang 

Daerah setelah Perubahan 

Rp 

(Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

0,00 

3.307 .523.638,00 

392.500.000,00) 

2. 915.023.638,00 

556.394.040,00 

20.000.000,00) 

536.394.040,00 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah 

Jumlah Penyertaan Modal 

(Investasi)Pemerintah Daerah 

Setelah Perubahan 

b. Pemberian Pinjaman Daerah 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Pemberian Pinjaman 

Daerah setelah Perubahan 

Pasal 5 

Rp. 

Rp. 

Rp 

Rp. 

Rp. 

3.000.000.000,00 

3.000.000.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan 

pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak dengan 

kriteria se bagai berikut : 

(1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 

dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan 

darurat. 

(2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup: 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 

berj alan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 

daerah dan masyarakat. 
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Pasal 6 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

Ringkasan Perubahan APBD; 

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program 

dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan 

Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 7 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD. 
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Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban. 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal 17 September 2t16 

Diundangkan di Toban 

pada tanggal 17 September ~16 

SEKRBTARIS DAERAH, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI A NOMOR !; 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINS! JAWA TIMUR 

NO MOR 2;,..:13/2116 


